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PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2014/PA r?_,j.]‘_f}“ujp..__,_,_j

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1
Hukum, tempat kediaman di Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2014,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di

bawah register Nomor 410/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 19 Maret 2014, telah
mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di

Kabupaten Belitung pada tanggal 09 Februari 2007 dan pernikahan tersebut

telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung dengan
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bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 166/41/11/2007 tanggal 10 Februari
2007;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Balikpapan
selama 4 tahun, dan kemudian terakhir di rumah kontrakan di Kota
Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan
tergugat telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut
penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak
Penggugat Dan Tergugat;

3. Bahwa sejak Tahun 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan
tergugat mulai tidak harmonis, ternyata tergugat sudah menjalin hubungan
dengan perempuan lain bernama WIL dan telah menikah dan mempunyai 1
orang anak, hal tersebut memang tergugat sendiri yang mengatakan kepada
penggugat bahwa tergugat telah menikahi perempuan yang bernama WIL
dan terakhir tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL
dan tinggal bersama sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sejak Bulan Februari 2011 tergugat tidak pernah kembali lagi kepada
penggugat dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan
tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak
penggugat dan tergugat;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan
bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan
oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada ketua

Pengadilan Agama Balikpapan Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan mnenjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
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3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
Subsider:

Atau menjatuhkan putuskan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka
persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah
pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan
Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kalimantan Timur, Nomor W18-0534.KP.07.03 Tahun 2014,
tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan
tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan,
namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah
untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung dengan bukti berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor 166/41/11/2007 tanggal 10 Februari 2007, bertanda P, surat
bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi
beban bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan
bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI I, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat

tinggal di Kota Samarinda;
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Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita
Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah
termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;
Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;
Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun
lagi dan hanya mohon putusan;
Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah
termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai

bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat
agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari
tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Nomor W18-0534.KP.07.03
Tahun 2014, tanggal 18 Februari 2014, oleh karena itu penggugat telah

memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan
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peraturan perundang-undangan yakni Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun
1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus
dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang
alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan
yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka
dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat
(Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan
tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil
secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan
penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah
mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka
persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun
membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh
penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-
dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat
karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian
keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah
tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta

tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
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Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah
berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak
ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun
walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang
berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan
perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan
tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon
agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan
telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan
atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya
perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;
Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

¢ Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

¢ Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap
penggugat PENGGUGAT;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang
ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat
Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

* Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal

22 April 2014 M bertepatan tanggal 22 Jumadiakhir 1435 H, oleh kami Dra.

Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad,

masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri
para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;
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Ketua Majelis
Anggota Majelis
ttd
ttd Dra. Juraidah
Drs. Elya

Anggota Majelis
Panitera Pengganti
ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad ttd
Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

e Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

e Biaya proses Rp. 100.000,00
e Biaya Panggilan Rp. 270.000,00
e Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
e Meterai Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 411.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.
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